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30 AGUSTUS 2023

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, pukul 13.55 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023. Dalam
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR
RI dihadiri secara virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PARA PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Partai Politik dalam perkara Nomor 75/PUU-
XX1/2023, diajukan oleh Muhammad Helmi Fharozi (Dosen), E.Ramos Petege
(Karyawan Swasta) dan Leonardus O. Magai (Direktur Eksekutif Progressive
Democracy Watcg (Prodewa)/Aktivis) dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dkk para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Leo & Partners, untuk selanjutnya disebut sebagai Para
Pemohon.

. PASAL/AYAT UU PARTAI POLITIK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap
Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik yang berketentuan sebagai berikut:
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“Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota
Partai Politik lain.”

. BATU U]JI

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik dalam permohonan
a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh
berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan,
penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa setelah Mahkamah
mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian
hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) yang pada intinya memohon agar
Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, “Pendiri dan pengurus
Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pendiri dan Pengurus Partai Politik
dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik lain, dan Pengurus
Partai Politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih
kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau
tidak berturut-turut”. Terhadap petitum a quo, setelah Mahkamah mencermati
telah ternyata Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011 merupakan bagian dari Bab II
mengenai Pembentukan Partai Politik. Sementara itu, persoalan yang diminta
oleh para Pemohon merupakan bagian dari Bab IX mengenai Kepengurusan.
Apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon untuk memberikan
pemaknaan baru terhadap norma Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011, pemaknaan baru
tersebut bukan merupakan bagian dari norma yang mengatur tentang
pembentukan partai politik. Seandainya pemaknaan baru yang dimohonkan
tersebut dimuat dalam Bab II, disadari atau tidak, hal demikian akan mengubah
struktur dan substansi yang diatur dalam Bab II. Pemaknaan baru tersebut
semakin sulit untuk dibenarkan karena para Pemohon menghendaki agar
pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya
dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara
berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal demikian menunjukkan adanya
pertentangan antara alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) dengan hal-
hal yang dimohonkan (petitum), sebagaimana hubungan antara posita dan
petitum yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
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Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Oleh karena itu, permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas (kabur).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang, oleh karena permohonan para Pemohon
kabur, berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, pokok permohonan,
serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan MK dalam Perkara Nomor 75/PUU-XXI/2023 yang menyatakan
permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya terhadap
pengujian materiil UU Partai Politik mengandung arti bahwa ketentuan a quo
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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